Abstrak

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Pertambangan menimbulkan permasalahan hukum karena memperluas subjek hukum
penerima izin usaha pertambangan tidak hanya kepada Perseroan Terbatas (PT) tetapi
juga kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Sebelum berlakunya peraturan
tersebut, pengelolaan pertambangan secara konsisten diberikan kepada badan hukum
berbentuk PT, Badan Usaha Milik Negara, maupun Badan Usaha Milik Daerah yang
secara yuridis memiliki perangkat hukum untuk menerapkan prinsip Good Corporate
Governance (GCG). Dengan masuknya ormas sebagai subjek hukum pengelola
tambang, timbul kerancuan dalam penerapan GCG karena ormas bukanlah badan
hukum perusahaan dan tidak memiliki organ RUPS, Direksi, maupun Dewan
Komisaris yang menjadi syarat penerapan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam sektor pertambangan hanya dapat
dijalankan secara optimal apabila dikelola oleh badan hukum perusahaan yang tunduk
pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kebijakan memperluas subjek hukum
kepada ormas justru menimbulkan governance failure, ketidakpastian hukum, dan

melemahkan iklim investasi di sektor pertambangan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pertambangan, Organisasi

Kemasyarakatan, Perpres Nomor 70 Tahun 2023.



